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Abstract

The characteristics of good governance are indicated by the accountability of financial management. The village
government needs to apply the principle of accountability for financial management to their communities.
Accountability is influenced by several factors, including competence, the role of village officials, and the use of
information technology. This study aims to determine the effect of these factors on the accountability of village
financial management. The type of data used in this study is primary data. The quantitative research method was
carried out by distributing questionnaires to 13 villages as many as 96 respondents from Village Heads and
Village Financial Managers in Mojogedang District, Karanganyar Central Java. This research uses multiple
linear regression analysis with SPSS application. The results of this study indicate that simultaneously, the
competence, the role of village officials, and the use of information technology have a significant effect on the
accountability of village financial management. Partially, the role of village officials and the use of information
technology also significantly influence the accountability of village financial management. However, partially
the competence of village officials has no significant effect on the accountability of village financial management.
Village officials are able to manage finances because of simple types of transactions supported by the Siskeudes
application and assistance, so they don't need special skills.

Keywords : Competence, Financial Accountability, Role of officers, Utilization of Information Technology.

Abstrak

Ciri-ciri Tata Pemerintahan yang baik ditunjukkan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pemerintah desa
perlu menerapkan prinsip akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat
desa. Akuntabilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan
teknologi informasi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode penelitian
kuantitatif dilakukan dengan menyebar kuesioner ke 13 desa sebanyak 96 responden Kepala Desa dan Pelaksana
Pengelola Keuangan Desa (PPKD) di Kecamatan Mojogedang, Karanganyar Jawa Tengah. Penelitian ini
menggunakan analisis uji regresi linier berganda dengan aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa
secara simultan variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Secara parsial, peran perangkat desa dan
pemanfaatan teknologi informasi juga berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Namun secara parsial kompetensi aparat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa. Aparatur desa mampu mengelola keuangan karena jenis transaksi sederhana yang didukung
aplikasi Siskeudes dan pendampingan sehingga tidak perlu keahlian khusus.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan, Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Peran Aparat
Desa.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan otonomi daerah yang memberikan kewenangan
mengatur sendiri keuangan daerah dan desa. Desentralisasi fiskal akan meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah (Isufaj, 2014). Pemerintah pusat memberikan
transfer dana dalam bentuk block grant, dana alokasi khusus dan dana desa. Penyaluran dana
desa dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk membantu
penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan penyaluran dana desa sejak tahun 2015 mengalami peningkatan setiap tahun
kepada sebanyak 74.953 desa sesuai data tahun 2020 (Sumarto, 2020). Peraturan Menteri
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Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
Selain itu, keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan asas transparan, partisipatif, dan
akuntabel serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan tersebut digunakan
perangkat desa sebagai pedoman dalam menjalankan seluruh proses pengelolaan keuangan
desa. Akuntabilitas adalah salah satu prinsip dalam mengelola keuangan untuk mewujudkan
tata pemerintahan yang baik (Makalalag et al., 2017; Lukito, 2014; Huque, 2011). Pengelolaan
keuangan yang akuntabel merupakan karakteristik bagi lembaga sektor publik (Adhikari &
Mellemvik, 2011; Tran et al., 2021). Beberapa faktor yang mempengaruhi akuntabilitas di
sektor publik, seperti kapasitas lembaga, keterlibatan pemangku kepentingan, tingkat korupsi,
standar dan kepatuhan terhadap peraturan (Kim, 2009; Said et al., 2015; Keerasuntonpong et
al., 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020,
salah satu prioritas dana desa mulai tahun anggaran 2020 telah dianggarkan untuk bantuan
langsung tunai (BLT). BLT tersebut diberikan kepada penduduk kurang mampu yang
terdampak pandemi COVID-19. Situs resmi kemendesa.go.id (2020) menyampaikan salah satu
penyebab 5.510 desa belum menyalurkan BLT tahap 1 karena belum menyampaikan APBDes.
Berdasarkan hasil monitoring tim BPKP (2019), banyak desa yang terhambat pada pembuatan
APBDes dan laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa perlu memposting APBDes ke
Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), yaitu aplikasi untuk meningkatkan kualitas keuangan
(Sulina et al., 2017). Beberapa permasalahan terjadi seperti keterbatasan sarana dan
kemampuan sumber daya manusia (BPKP, 2019; Yamin & Ishak, 2018; Eryana, 2018; Asrori,
2014; Jatmiko, 2019; Farlina & Hartono, 2019). Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik
untuk menggunakan variabel akuntabilitas sebagai indikator untuk mengukur pengelolaan
keuangan desa. Pemerintahan desa yang menjadi obyek penelitian adalah Kecamatan
Mojogedang Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah karena terdapat enam desa yang
mengalami keterlambatan laporan pertanggungjawaban (hariankota.com, 2020). Adapun
penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor tersebut terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa.

KAJIAN PUSTAKA
Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah untuk mengurus pemerintahan berdasarkan prakarsa
masyarakat dan hak yang diakui sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk mendukung
kemandirian desa maka pemerintah telah memberikan bantuan dana desa yang selanjutnya
menjadi bagian dari APBDes. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban APBDes yang baik
maka para aparatur desa harus mampu mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Akuntabilitas merupakan kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas di atasnya
(Rasul, 2002; Kalimullah et al., 2012) atau kewajiban pemegang amanah (agent) memberikan
pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan kegiatan kepada
principal (Mardiasmo, 2009; Setiawan et al., 2017). Modul LAN RI (2015) menyatakan
akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenubhi
tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Tingkat transparansi yang lebih tinggi dan
pengukuran yang tepat berpengaruh pada peningkatan akuntabilitas pemerintah kepada warga
serta merupakan faktor penentu untuk meningkatkan kualitas pemerintahan (Bauhr & Grimes,
2014). Akuntabilitas dapat berupa laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban lembaga
publik dalam menunjukkan kinerja secara finansial kepada pemangku kepentingan (Zeyn,
2011) dan mempengaruhi kepuasan publik (lyoha & Oyerinde, 2010). Menurut Aulia (2018),
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akuntabilitas memiliki indikator berupa kejujuran dan keterbukaan, kepatuhan pelaporan,
kesesuaian prosedur, kecukupan informasi, dan ketepatan penyampaian laporan. Jadi
akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seseorang atau organisasi dalam pengelolaan
sumber daya kepada pihak yang berwenang sesuai kepentingannya.

Kompetensi aparat desa menciptakan kinerja yang membantu pemerintah desa
mencapai tujuannya (Hasanah et al., 2020; Tuwaidan, 2014). Kompetensi merupakan
kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan berdasarkan motivasi, sifat, konsep diri,
pengetahuan, keahlian, dan sikap (Edison et al., 2016; Spencer & Spencer, 1993). Penelitian
ini menilai kompetensi aparat desa mengenai pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas dapat
ditingkatkan apabila pemerintahan desa memiliki aparat desa yang dapat menyusun laporan
keuangannya sendiri (Puspa & Prasetyo, 2020).

Aparat desa berperan dalam memberdayakan masyarakat dan sumber daya untuk
meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sesuai tanggung jawabnya (Yesinia et
al., 2018; Kusumaningrum et al., 2020). Aparat desa berperan dalam memposting APBDes ke
aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah di
desa (Sulina et al., 2017). Teknologi informasi bermanfaat dalam mendukung proses bisnis,
produktivitas dan akuntabilitas organisasi sektor publik dan pemerintahan (Karmila et al.,
2014; Sugiarti & Yudianto, 2017; Zhou et al., 2021).

Dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa berkedudukan sebagai Pemegang
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dibantu pelaksana pengelolaan keuangan
desa (PPKD) yang terdiri atas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kaur
Keuangan. Jumlah aparat pengelola keuangan desa juga ditentukan berdasarkan jenis desanya.
Desa swasembada dan swakarya memiliki pengelola keuangan berjumlah 8 (delapan) aparat
sedangkan desa swadaya memiliki 6 (enam) aparat.

Gambar 1. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa
PKPKD

Sekretaris Desa [

Koordinator PPKD

Kepala Urusan Kepala Seksi
Keuangan
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Sumber: Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (diolah peneliti)

Penelitian Hasanah et al. (2020) menunjukkan secara parsial kompetensi aparatur
pengelola keuangan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Aziiz & Prastiti (2019), Karyadi
(2019), Puspa & Prasetyo (2020), Yulianti et al. (2019), Mada et al., (2017), Aulia (2018), serta
Sugiarti & Yudianto (2017). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian
Triyono et al. (2019), dan Anggraeni & Yuliani (2019).

Kasi Kasi
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Penelitian Setiana & Yuliani (2017) menyatakan hasil penelitian yang dilakukan
menunjukkan pengaruh positif dan signifikan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas
pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Yesinia et al. (2018)
dan Purba (2020). Perbedaan hasil penelitian lainnya ditunjukkan dari penelitian Anggraeni &
Yuliani (2019) yang menyatakan bahwa hasil yang diperoleh tidak adanya pengaruh antara
peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Aziiz & Prastiti (2019) dalam penelitiannya mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan
teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Anggraeni & Yuliani (2019), Sugiarti & Yudianto
(2017), Aulia (2018), serta Yulianti et al. (2019). Penelitian dengan hasil yang berbeda
ditunjukkan oleh Riyadi & Kurnadi (2020), serta Karyadi (2019). Kedua penelitian tersebut
meneliti pemanfaatan teknologi informasi yang memperoleh hasil bahwa tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas.

Tabel 1. Ikhtisar Hasil Penelitian Sebelumnya

Variabel Peneliti (Berpengaruh signifikan) Peneliti (Tidak
berpengaruh/tidak
signifikan)
Kompetensi Aparat | Hasanah et al. (2020), Aziiz & Prastiti | Triyono et al. (2019),
Desa (2019), Aulia (2018), Karyadi (2019), | Anggraeni & Yuliani

Mada et al. (2017), Prasetyo & Puspa | (2019),
(2020), Sugiarti & Yudianto (2017),
Yulianti et al. (2019)

Peran Aparat Desa | Yesinia et al. (2018), Purba (2020), | Anggraeni & Yuliani

Setiana dan Yuliani (2017) (2019)
Pemanfaatan Aziiz & Prastiti (2019), Anggraeni & | Karyadi (2019),
Teknologi Yuliani (2019), Aulia (2018), Sugiarti | Riyadi & Kurnadi
Informasi & Yudianto (2017), Yulianti et al. (2020)

(2019)

Sumber: diolah peneliti
Pengembangan Hipotesis

Aparat desa akan dapat memahami prosedur pengelolaan dana desa lebih baik jika
memiliki kompetensi (Hasanah et al., 2020). Semakin tingginya kompetensi aparat desa
mampu mencapai akuntabilitas. Sebaliknya, rendahnya kompetensi aparat desa maka keuangan
akan tidak akuntabel (Yulianti et al., 2019). Peran merupakan perilaku seseorang berdasarkan
posisi sosial secara informal maupun formal. Sunarti et al. (2020). Perangkat desa diharapkan
berperan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan sumber daya yang dimiliki (Yesinia
et al., 2018). Apabila pengelolaan keuangan desa sudah baik berarti peran perangkat desa telah
dikerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya (Kusumaningrum et al., 2020). Berdasarkan
penelitian (Yesinia et al., 2018), baiknya peran dari aparat desa akan meningkatkan
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Pemanfaatan teknologi informasi perlu diterapkan
dalam pemerintahan seiring meningkatnya kebutuhan terutama dalam ketersediaan informasi
yang cepat dan akurat (Apriyansyah et al., 2018). Keuangan desa akan lebih cepat dikelola
apabila dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia. Pemanfaatan teknologi informasi akan
mempercepat penyampaian laporan keuangan karena integrasi antara laporan dari pemerintah
desa ke pusat semakin mudah (Anggraeni & Yuliani, 2019). Maka hipotesis pertama dalam
penelitian ini adalah:
H1: Kompetensi, peran, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa
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Menurut (Anggraeni & Yuliani, 2019), aparat desa yang memiliki kompetensi dapat
lebih bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatannya. Akuntabilitas dapat tercipta apabila
aparat desa berkompeten dalam mengelola keuangan di desa. Aparat desa yang memiliki
kompetensi akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kesalahan pengelolaan keuangan.
Keterlibatan sumber daya manusia sangat penting untuk menciptakan laporan yang berkualitas
(Ferina et al., 2016). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Mada et al. (2017), Aziiz & Prastiti
(2019), Karyadi (2019), Puspa & Prasetyo (2020), Yulianti et al. (2019), Aulia (2018), serta
Sugiarti & Yudianto (2017) yang menyebutkan bahwa kompetensi aparat desa memiliki
pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka hipotesis kedua
dalam penelitian ini adalah:

H2: Kompetensi Aparat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

Perangkat desa diharapkan berperan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan
sumber daya yang dimiliki (Yesinia et al., 2018). Menurut Anggraeni & Yuliani (2019),
hubungan kerja sama terutama antara kepala desa akan meningkatkan akuntabilitas karena
pelaksanaannya akan lebih terbuka. Apabila seluruh aparat desa telah berperan dalam
mengelola keuangan maka akan dapat saling melakukan pengawasan dalam mengelola
keuangan. Apabila pengelolaan keuangan desa sudah baik, berarti peran perangkat desa telah
dikerjakan sesuai dengan tanggung jawabnya (Kusumaningrum et al., 2020). Hasil penelitian
Setiana & Yuliani (2017), Yesinia et al. (2018), dan Purba (2020) menyatakan peran aparat
desa memiliki pengaruh positif signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa. Maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Peran Perangkat Desa Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan desa

Alasan utama teknologi informasi dimanfaatkan dalam pengelolaan dana desa adalah
efisiensi, kemudahan, penghematan waktu, dan biaya. Pemerintah desa memerlukan dukungan
teknologi informasi yang memadai untuk menerapkan prinsip akuntabilitas (Aulia, 2018).
Pembuatan laporan pertanggungjawaban menggunakan aplikasi akan mengurangi kesalahan.
Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Yulianti et al. (2019), Aulia (2018), Anggraeni &
Yuliani (2019), dan (Aziiz & Prastiti, 2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Maka
hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan desa

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara mengumpulkan data kuesioner
atau angket yang disebarkan ke responden. Selain itu peneliti melakukan wawancara untuk
menggali informasi. Data sekunder penelitian ini bersumber dari laporan pemerintah kabupaten
dan desa terkait. Pemilihan sampel ditentukan menggunakan nonprobability sampling dengan
teknik sampling sensus/jenuh.

Responden pada penelitian ini adalah pengelola keuangan desa terdiri dari kepala desa
sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana
Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari kepala seksi dan kepala urusan (kaur)
keuangan pada 13 kantor pemerintahan desa di Kecamatan Mojogedang, Kabupaten
Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Setiap Desa di Kecamatan Mojogedang memiliki delapan
aparat sehingga jumlah responden dalam penelitian ini 104 orang. Dari 104 kuesioner,
diperoleh 96 kuesioner yang dikembalikan dan terisi lengkap. Kuesioner terdiri dari 55
pernyataan yang harus dijawab seluruhnya oleh responden. Penelitian ini menggunakan
analisis deskriptif dan kuantitatif yang dilakukan dengan menggunakan nilai total skor jawaban
responden dengan bantuan program excel, Eviews dan SPSS.
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Responden diminta untuk mengisi kuesioner dengan memilih jawaban dalam skala
Likert antaral (menunjukkan pernyataan sangat tidak setuju) sampai dengan 5 (menunjukkan

pernyataan sangat setuju).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah akuntabilitas

pengelolaan keuangan desa, dan variabel independen adalah kompetensi aparat desa, peran
aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi.
Tabel 2. Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel Definisi Operasional Indikator Skala Ket
Kompetensi | Kemampuan seseorang untuk |e Pengetahuan Interval | Likert
Aparat desa | melakukan pekerjaan secara |e Keahlian 1-5

benar serta unggul dalam e Pengalaman

hasilnya berdasarkan (disimpulkan dari

pengetahuan, keahlian, dan Nofianti & Suseno,

sikap (Edison et al., 2016). (2014); Spencer &

Spencer (1993)).

Peran Seseorang menjalankan o Keterlibatan Interval | Likert
Aparat peranan apabila memiliki « Pemenuhan tugas 1-5
desa kedudukan (status) yang dalam| e Kontribusi aktif

pelaksanaan tanggung (disimpulkan dari

jawabnya sesuai status tersebut| Anggraeni & Yuliani

(Soekanto, 2002). (2019)).
Pemanfaatan | Penggunaan yang optimal o Penggunaan Interval | Likert
teknologi terhadap penggunaan e Proses komputerisasi 1-5
informasi komputer (mainframe, mini, |« Ketersediaan

micro), perangkat lunak (disimpulkan dari Aulia

(software), database, jaringan | (2018); Rahmi et al.

(internet, intranet), e- (2019)).

commerce, dan jenis lainnya

(Wilkinson et al., 2000).
Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan o Keterbukaan Interval | Likert
pengelolaan | kewajiban pemegang amanah Informasi 1-5
dana desa (agent) dalam memberikan o Kepatuhan Pelaporan

pertanggungjawaban kegiatan |e Kesesuaian

kepada pihak pemberi amanah Peraturan

(principal) yang memiliki hak | (disimpulkan dari

dan kewajiban untuk meminta | Mahmudi (2011);

pertanggungjawaban tersebut. | Ardiani (2018)).

(Mardiasmo, 2009)

Sumber: diolah peneliti

Teknik penelitian ini menggunakan analisis data

regresi linear berganda. Untuk

mengetahui pengaruh antar variabel, hipotesis pada penelitian ini diuji dengan menggunakan

uji simultan (F-test) dan uji

parsial (t-test). Sedangkan uji asumsi dalam penelitian

ini

mengunakan adalah uji normalitas, validitas, heterokedastisitas, dan multikolinearitas.
Tabel 3. Pengukuran Variabel Demografi

Variabel Demografi Skala Keterangan
Jenis Kelamin Nominal Laki-laki/Perempuan
Umur Ordinal <30/30-40/41-50/>50
Jabatan Nominal Kepala desa/Sekdes/Kaur/Kasi/Staff
Lama Menjabat Ordinal <5/5-10/11-20/>20
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| Tingkat Pendidikan | Ordinal | SMP/SMA/D3/S1/S2/S3 |
Sumber: diolah peneliti
Penelitian menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut
menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen
(Ghozali, 016). Model dengan analisis regresi linier berganda penelitian ini ditunjukkan
sebagai berikut:
Akun = o + f1Komp + f2Peran + B3Tekno+ e

Keterangan:

Akun = Akuntabilitas pengelolaan dana desa

a = konstanta

Bl = koefisien regresi kompetensi aparat desa

B2 = koefisien regresi peran aparat desa

B3 = koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi

Komp = variabel kompetensi aparat desa

Peran = variabel peran aparat desa

Tekno = variabel pemanfaatan teknologi informasi
e = standar error

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Deskriptif VVariabel Penelitian

Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak di
Indonesia yaitu 8.562 (BPS, 2020). Kabupaten Karanganyar merupakan kabupaten yang
berada di Provinsi Jawa Tengah dan memperoleh total dana desa sebesar
Rp169.314.064.000,00 yang disalurkan ke 162 desa di tahun 2021. Berdasarkan data dari BPS,
Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan tingkat kemiskinan sejak diluncurkannya dana
desa, dari 12,62% di tahun 2014 menjadi 10,28% di tahun 2020. Indeks Pembangunan Desa
(IPD) di Kecamatan Karanganyar mengalami peningkatan dari 67,85 di tahun 2014 menjadi
70,94 di tahun 2018. Sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2020,
Kecamatan Mojogedang mendapatkan total dana desa sebesar Rp15.411.617.000,00.
Hasil analisis deskriptif statistik untuk variabel independen dan variabel dependen berdasarkan
jawaban tiap responden pada kuesioner diperoleh hasil pada tabel 4.

Tabel 4. Data Statistik Deskriptif

Variabel Min Max Mean | Std. |Median
Dev
Kompetensi Aparat Desa 1 5 3,3421 | 0,921 4
Peran Aparat Desa 1 5 3,7035 | 0,714 4
Pemanfaatan Teknologi Informasi 1 5 3,7628 | 0,851 4
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 1 5 3,8501 | 0,655 4

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Jawaban Responden

Berdasarkan tabel 4, variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan memiliki nilai
rata-rata tertinggi dan standar deviasi terendah. Aparat desa cenderung memberikan jawaban
setuju pada kuesioner variabel akuntabilitas merupakan faktor penting dalam mengelola
keuangan. Variabel kompetensi aparat desa menunjukkan nilai rata-rata terendah dan standar
deviasi yang tinggi. Hasil analisis deskriptif berdasarkan tiap indikator pernyataan variabel
pada kuesioner ditunjukkan pada tabel 5.

Berdasarkan tabel 5, nilai rata-rata tertinggi pada variabel kompetensi aparat desa
terdapat pada pernyataan materi pelatihan yang diberikan desa telah sesuai kebutuhan,
sedangkan terendah ditunjukkan pada pernyataan penyusunan laporan keuangan yang tidak
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ditemukan kesalahan. Korelasi tertinggi pada pernyataan terkait penguasaan aparat desa
terhadap akun-akun dan pos rincian laporan keuangan, sedangkan pernyataan latar belakang
pendidikan yang dimiliki aparat desa berkaitan dengan pengelolaan keuangan memperoleh
korelasi terendah.

Tabel 5. Rekapitulasi Statistik Deskriptif dari tiap Pernyataan Kuesioner

Variabel Rata-rata Korelasi
Tertinggi | Terendah | Tertinggi (Terendah
Kompetensi Aparat Desa 3,68 2,69 0,828 0,444
Peran Aparat Desa 3,80 3,57 0,801 0,650
Pemanfaatan Teknologi Informasi 4,29 3,31 0,757 0,485
Akuntabilitas Pengelolaan 4,14 3,54 0,841 0,449
Keuangan

Sumber: Diolah dari Rekapitulasi Jawaban Responden

Nilai rata-rata tertinggi pada variabel peran aparat desa pada pernyataan partisipasi dan
kehadiran warga untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah sudah memenuhi jumlah
yang ditetapkan, sedangkan nilai pada pernyataan peran aktif aparat desa dalam
mengumpulkan partisipasi warga dalam setiap pertemuan masyarakat. Korelasi tertinggi
terdapat pada pernyataan aparat desa selalu terlibat dalam penyusunan APBDes, sedangkan
korelasi terendah terdapat pada pernyataan peran aparat desa dalam melakukan pengawasan
atas pelaksanaan kegiatan.

Nilai rata-rata tertinggi pada variabel pemanfaatan teknologi informasi terdapat pada
pernyataan jaringan internet yang telah memadai. Nilai rata-rata terendah pada pernyataan
penggunaan website untuk memuat pengelolaan dan perkembangan kegiatan desa, juga
merupakan nilai korelasi tertinggi, sedangkan korelasi terendah terdapat pada pernyataan
penggunaan komputer yang dapat mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Nilai rata-rata tertinggi pada variabel akuntabilitas terdapat pada pernyataan semua
penerimaan dan pengeluaran desa sudah melalui rekening kas desa. Korelasi tertinggi terdapat
pada pernyataan laporan pertanggungjawaban yang dibuat aparat desa telah memuat realisasi
penggunaan dana desa. Nilai rata-rata terendah dan korelasi terendah terdapat pada pernyataan
pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran dapat diketahui oleh masyarakat.

Uji validitas menggunakan Product Moment Pearson’s Correlation menunjukkan nilai
r tabel sebesar 0,1986 (n = 96; o = 0,05). Satu pernyataan dengan nilai r hitung lebih kecil dari
0,1986 sehingga tidak valid. Untuk itu kuesioner semula 55 pernyataan berkurang menjadi 54
pernyataan.

Uji reliabilitas (lampiran 1) penelitian ini menggunakan nilai Cronbach’s alpha. Haslil
pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6
sehingga instrumen penelitian ini reliabel. Hasil uji asumsi klasik pada penelitian ini
ditunjukkan pada tabel 6.

Uji normalitas menggunakan analisis grafik dan one sample Kolmogorov-Smirnov Test
dengan hasil nilai signifikansi sebesar 0,116 (lebih besar dari 0,05), maka distribusi data
dinyatakan memenuhi asumsi normalitas sebagaimana ditunjukkan dalam grafik histogram dan
grafik plot normalitas (lampiran 1).

Uji linearitas menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yang berarti variabel
independen memiliki hubungan linear dengan variabel dependen. Grafik scatterplot (lampiran
1) menunjukkan titik menyebar, tidak membentuk pola bergelombang melebar dan menyempit
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji park
menunjukkan nilai signifikansi > 0,05 berarti data tidak terjadi heteroskedastisitas. Tabel 6 juga
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menunjukkan nilai VIF pada ketiga variabel berada dibawah 10,00 sehingga variabel tersebut
tidak mengalami multikolinearitas.
Tabel 6. Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Jenis Uji Variabel differences Signifikansi
Klasik () / VIF
Uji Normalitas | Uji >0,05 0,116
Kolmogorov-
Smirnov
Uji Uji Park Kompetensi Aparat Desa | >0,05 0,316
Heteroskedasti- Peran Aparat Desa >0,05 0.90
sitas Pemanfaatan Teknologi >0,05 0,292
Informasi
Uji Collinearity Kompetensi Aparat Desa | <10 2,422
Multikolineari- | Statistics Peran Aparat Desa <10 2,004
tas (VIF) Pemanfaatan <10 1,334
Teknologi Informasi
Uji Linearitas | Deviation Kompetensi Aparat Desa | >0,05 0,832
from Peran Aparat Desa >0,05 0,181
Linearity Pemanfaatan Teknologi >0,05 0,150
Informasi
Uji Durbin - du=1,7326 | 1.885
Autokorelasi Watson 4-dU = 2,2674

Sumber: Diolah dari SPSS
Berdasarkan tabel Analisis regresi linier berganda, model persamaan yang
menunjukkan pengaruh kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, adalah sebagai berikut:
Akun = 21,480 + 0,034Komp + 0,504Peran + 0,217Tekno+ e

Tabel 7. Analisis Regresi Linier Berganda

Unstandardized
Model Coefficients t Sig.
B Std. Error
1 (Constant) 21.480 4.417 4.863 .000
Kompetensi Aparat Desa 034 .089 .385 701
Peran Aparat Desa 504 .098 5.152 .000
Pemanfaatan Teknologi Informasi 217 .084 2.594 011

Sumber: Diolah dari SPSS

Hasil uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t ditunjukkan pada tabel 8. Koefisien
determinasi berdasarkan Adjusted R Square sebesar 0,458 menunjukkan model penelitian ini
bisa menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 45,8% dan
sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji simultan F
menunjukkan nilai 27,796 (lebih besar dari Ftabel 2,70) dan nilai signifikansi 0,000 (lebih kecil
dari 0,05) sehingga disimpulkan hipotesis 1 diterima, yaitu kompetensi, peran aparat desa, dan
pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan
desa.
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Variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi secara
simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Uji t dilakukan
dengan melihat apabila signifikansi < 0,05 berarti hipotesis diterima.

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis

Uji Variabel R2 | AdjR? F t Sig.

Koefisien 0,475 | 0,458

Determinasi |-

Uji F - 27,796 0,000

(simultan)

Uji t (parsial) [Kompetensi Aparat Desa 0.385| 0.701
Peran Aparat Desa 5.152| 0.000
Pemanfaatan Teknologi 2.594| 0.011
Informasi

Sumber: Diolah dari SPSS
Hasil uji parsial ini menunjukkan variabel peran aparat desa dan pemanfaatan teknologi

informasi menunjukkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, kecuali variabel kompetensi

aparat desa. Dengan demikian, hasil uji parsial terhadap hipotesis adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis 2 tidak diterima yaitu kompetensi aparat desa secara parsial tidak berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;

b. Hipotesis 3 diterima yaitu peran aparat desa secara parsial berpengaruh terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa;

c. Hipotesis 4 diterima yaitu pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil penelitian, aparat desa se-Kecamatan Mojogedang kompetensi, peran
aparat desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan Sugiarti & Yudianto (2017) dan
Yulianti et al. (2019) yang menunjukkan kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, dan
variabel lain yang diteliti berpengaruh terhadap akuntabilitas secara simultan. Akuntabilitas
pemerintah desa dapat dilihat dari peraturan desa yang memuat laporan keuangan dan
pertanggungjawaban. Aparat desa merupakan pihak yang berperan paling besar dalam
penyusunan peraturan desa. Aparat desa memerlukan kemampuan untuk menyusun
pertanggungjawaban dalam peraturan desa sehingga laporan yang disusun sesuai dengan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.
56 Tahun 2005, pemerintah perlu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung
penyampaian pertanggungjawaban keuangannya.

Variabel akuntabilitas menunjukkan rata-rata tertinggi pada pernyataan tentang
penerimaan dan pengeluaran desa telah dilakukan melalui rekening kas desa. Hal ini sesuai
dengan Permendagri no. 20 tahun 2018 yang mengatur penerimaan dan pengeluaran desa
melalui rekening kas desa. Rekening kas desa merupakan alat pengendalian dan
pengklasifikasian terhadap penerimaan, pengeluaran, maupun transfer yang dilakukan
pemerintah. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari rekening desa oleh bendahara desa
berdasarkan nota kredit dari bank agar dapat dilakukan pengawasan. Pencairan dana dalam
rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa yang disertai oleh bukti
yang lengkap dan sah. Selain itu, rekening kas desa berguna untuk menghindari penerimaan
dan pengeluaran untuk kepentingan pribadi.
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Berdasarkan jawaban responden, rata-rata terendah pada variabel akuntabilitas
ditunjukkan pada pernyataan terkait penyusunan laporan keuangan desa telah melibatkan
masyarakat desa. Berdasarkan penelitian Maros et al (2021), faktor penghambat partisipasi
masyarakat salah satunya berkaitan dengan faktor pekerjaan masyarakatnya. Berdasarkan data
monografi Kecamatan Mojogedang tahun 2019, masyarakat yang bekerja sebagai petani
berjumlah 27.670 atau 62,2% dari total masyarakat yang berusia lebih dari 20 tahun.
Rendahnya partisipasi bisa disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat,
yang sebagian besar bekerja sebagai petani, terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

Salah satu aspek akuntabilitas menurut Modul LAN (RI, 2015) adalah membutuhkan
adanya laporan (Accountability requires reporting). Laporan Kkinerja menunjukkan
kemampuan menjelaskan terhadap tindakan dan hasil yang telah dicapai oleh
individu/kelompok/institusi, serta mampu memberikan bukti nyata dari hasil dan proses yang
telah dilakukan. Syarat menjadi aparatur yang akuntabel antara lain adalah kompetensi yang
sesuai bidang tugas. Untuk mencapai akuntabilitas maka terdapat tuntunan perilaku PNS
(personal behaviour) yang menunjukkan peran yang diharapkan. Akuntabilitas diwujudkan
dalam bentuk transparansi pengelolaan keuangan dan untuk itu diperlukan akses informasi dan
dukungan teknologi seperti media informasi, komputer dan akses internet.

Pengaruh Kompetensi Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi yang dimiliki aparat desa tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan
penelitian Triyono et al. (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparat desa tidak
berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian Anggraeni
dan Yuliani (2019) menyatakan kompetensi aparat desa tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas disebabkan karena kurangnya pelatihan pengelolaan keuangan. Berdasarkan data
responden penelitian ini sebanyak 96 orang yang mengisi kuesioner, para pengelola keuangan
desa mempunyai jenjang pendidikan paling banyak pada tingkat SMA/K yaitu 53 orang atau
55,21%. Hasil lain terdapat 43,75% aparat desa belum pernah mengikuti pelatihan dan 48,96%
hanya mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan sebanyak 1-2 kali dan paling besar
mempunyai pengalaman kerja dalam mengelola laporan keuangan kurang dari satu tahun 33
orang atau 34,38%.

Berdasarkan analisis kompetensi responden tersebut maka kompetensi tidak menjadi
substansi pokok dalam pengelolaan laporan keuangan desa, cukup berbekal pendidikan sekolah
menengah, pengalaman dan pelatihan yang rendah. Alasan lain kurangnya peran kompetensi
adalah transaksi keuangan dana di desa yang sederhana, hanya pencatatan berupa uang masuk
dan keluar (cash basis). Laporan keuangan desa berbentuk sederhana dan belum menggunakan
standar akuntansi. Pada saat ini sudah terdapat aplikasi komputer untuk membantu
pembuatannya. Aplikasi ini mudah dioperasikan dan tidak memerlukan keahlian khusus bagi
para penggunanya. Penyedia aplikasi adalah instansi pemerintah seperti Aplikasi Sistem
Keuangan Desa (Siskeudes) oleh BPKP, dan berbagai aplikasi sederhana yang dikembangkan
oleh setiap daerah. Selain itu pemerintah daerah bekerjasama dengan aparatur pengawas daerah
aktif melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan dalam rangka mewujudkan
akuntabilitas kapasitas aparatur desa. Dengan demikian meskipun latar belakang pendidikan
tidak sesuai dengan bidang pekerjaan pencatatan dan pelaporan keuangan, namun para
pengelola keuangan desa cukup mampu menyesuaikan diri dan memenuhi pelaksanaan
tugasnya. Hasil penelitian Wungow et al. (2016) menyatakan pendidikan tidak berpengaruh
terhadap kualitas laporan keuangan karena sebagian besar pengelola keuangan tidak
berpendidikan akuntansi dan tidak ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Syarat untuk
menjadi pengelola keuangan di desa saat ini hanya berpendidikan paling rendah SMA atau
sederajat dan tidak ada syarat khusus terkait kemampuan mengelola keuangan. Permendagri
Nomor 83 tahun 2015 juga menyatakan bahwa syarat untuk menjadi perangkat desa minimal
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berpendidikan SMA. Astini et al. (2019) menyatakan pengalaman aparat desa bukan
merupakan penentu keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan adanya
bantuan pendampingan kepada aparat desa.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Basri et al (2020) yang menyatakan
semakin tinggi pendidikan dan pengalamannya maka pengelolaan keuangan semakin baik.
Penelitian Murina & Rahmawaty (2017) juga menyatakan semakin lama pengalaman bekerja
yang dimiliki aparat desa, maka akan meningkatkan pemahaman laporan keuangan desa.
Dalam penelitian ini diketahui hanya 21 orang dari 96 responden atau sebesar 21,88% yang
memiliki pengalaman lebih dari 4 tahun dalam mengelola keuangan. Penelitian ini belum dapat
membuktikan aparat desa yang berpengalaman mampu membuat laporan keuangan yang lebih
akuntabel, karena pengalaman aparatur desa yang kurang dari satu tahun paling besar yaitu 33
orang atau 34,38%. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan hasil pemeriksaan atas laporan
tidak menemukan kesalahan yang bersifat material. Hasil penelitian Eriva et al. (2013)
menyatakan aparat desa yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi belum tentu mampu
menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan desa. Hasil yang berbeda ditunjukkan
pada penelitian Wati et al. (2014) yang menyatakan kompetensi akan meningkatkan kualitas
laporan keuangan yang tidak mengalami salah saji material dan kesalahan yang mungkin
terjadi.

Hasil pengamatan menunjukkan sebagian besar proses penatausahaan dan pengelolaan
keuangan sebenarnya hanya dijalankan oleh beberapa orang saja, salah satunya yaitu bendahara
desa. Padahal aparat desa yang bertugas sebagai pengelola keuangan menurut Permendagri
Nomor 20 Tahun 2018 yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala seksi. Hal
tersebut mungkin menyebabkan timbulnya kemungkinan bias dalam penelitian ini yang
menjadi responden penelitian ini. Tidak semua aparat desa mendapatkan pelatihan karena tugas
mengelola keuangan difokuskan pada bendahara desa. Penelitian (Hasisudin et al., 2020)
menunjukkan penatausahaan dan pertanggungjawaban menjadi lebih baik setelah bendahara
desa diberikan pelatihan.

Pengaruh Peran Aparat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji penelitian ini menunjukkan bahwa peran aparat desa berpengaruh paling besar
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hasil ini sejalan dengan penelitian Yesinia
et al (2018) dan Setiana dan Yuliani (2017). Pernyataan terkait aparat desa selalu terlibat dalam
penyusunan APBDes menunjukkan nilai rata-rata tertinggi. Akuntabilitas terhadap
pengelolaan keuangan merupakan pertanggungjawaban pada seluruh proses pengelolaan
keuangan yang salah satunya adalah penyusunan anggaran. Masyarakat desa juga ikut berperan
dalam penentuan prioritas penyusunan anggaran. Peran kepala desa dalam menyusun anggaran
yaitu sebagai penanggung jawab dalam persiapan dan penetapan anggaran. Peran sekretaris
desa bersama dengan aparat desa lainnya yaitu menyusun dan mendokumentasikan
penyusunan anggaran.

Penyusunan anggaran di Kecamatan Mojogedang diawali dengan forum musyawarah
perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) yang juga melibatkan masyarakat desa.
Hasil penelitian Kasenda et al., (2018) menunjukkan prinsip akuntabilitas dapat dicapai karena
musrenbangdes dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa telah terlaksana dengan baik.
Musrenbangdes yang dilakukan di Kecamatan Mojogedang biasanya dilaksanakan pada bulan
Juni yang dihadiri oleh pemerintah desa, LKD, BPD, dan unsur masyarakat. Musrenbangdes
dilakukan untuk menentukan tingkat urgensi dan prioritas pembangunan yang sejalan dengan
RPJMDes. Hasil dari musyawarah tersebut akan ditetapkan dalam RKP Desa yang nantinya
dianggarkan dalam APBDes.

Hasil penelitian Pahlawan et al. (2020) menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh
terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa
masyarakat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa akan mengurangi
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penyimpangan. Berdasarkan penelitian Maros et al. (2021), pemerintah desa memiliki peran
terbesar dalam mengambil keputusan. Pemerintah desa yang tidak berperan aktif akan
menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak partisipatif dan bersifat top down. Peran
aktif yang dapat dilakukan oleh aparat desa untuk mengumpulkan partisipasi warga salah
satunya dengan sosialisasi. Hasil penelitian Ta’dung & Lusdani (2020) menunjukkan
kurangnya sosialisasi dari aparat desa menjadi salah satu penyebab ketidakhadiran masyarakat
untuk berpartisipasi dalam musrenbangdes. Hasil berbeda ditunjukkan penelitian Anggraeni &
Yuliani (2019) yang menyatakan bahwa peran aparat desa tidak berpengaruh terhadap
akuntabilitas karena peran aparat desa pada penelitian tersebut belum maksimal. Hal tersebut
disebabkan karena tidak semua aparat desa ikut terlibat dalam tahapan pengelolaan keuangan.
Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Sugiarti & Yudianto (2017) yang menyatakan pentingnya penggunaan
teknologi untuk membantu proses penyusunan laporan. Penggunaan teknologi komputer sangat
membantu mengelola data keuangan lebih cepat dan akurat. Hasil observasi menunjukkan
kantor desa sudah mempunyai peralatan komputer yang memadai dan didukung sarana
internet. Jawaban responden juga menunjukkan nilai rata-rata yang tinggi pada pernyataan
jaringan internet di kantor desa telah memadai.

Pernyataan terkait penggunaan komputer dan internet dapat mempercepat penyelesaian
pekerjaan menunjukkan nilai rata-rata tertinggi. Penggunaan teknologi dapat mempercepat
penyelesaian laporan keuangan sehingga tepat waktu. Hasil ini sejalan dengan penelitian Aziiz
dan Prastiti (2019) yang menyatakan bahwa penggunaan internet mempermudah sistem
administrasi keuangan. Pengelolaan dan pengiriman data antar instansi pemerintah akan lebih
mudah dan cepat apabila menggunakan internet. Penggunaan aplikasi Siskeudes juga
membantu dalam pelaporan dan pengawasan sehingga pengelolaan keuangan desa menjadi
lebih akuntabel. Penelitian Anggraeni dan Yuliani (2019) menyatakan pemanfaatan teknologi
terutama sistem yang terkomputerisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan
keuangan desa. Setiap desa di Kecamatan Mojogedang sudah menggunakan aplikasi sistem
keuangan atau Siskeudes dalam mengelola keuangan. Sejak tahun 2019, aplikasi Siskeudes 2.0
sudah digunakan di seluruh desa se-Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian Welley et al.
(2018) menunjukkan pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik apabila menggunakan
Siskeudes. Siskeudes berguna untuk mempermudah dan mempercepat aparat pengelola
keuangan desa dalam menyusun maupun menyampaikan informasi keuangan kepada
pemerintahan lainnya.

Penelitian Imawan et al. (2019) menyimpulkan website yang dimiliki setiap desa dapat
menciptakan penyampaian informasi secara terbuka, cepat, dan tepat. Website tersebut
digunakan sebagai media akuntabilitas untuk menyajikan informasi penyelenggaraan
pemerintah desa yang salah satunya adalah laporan pertanggungjawaban. Hasil pengamatan
menunjukkan pengelolaan kegiatan desa masih jarang dimuat di website. Hal ini sesuai dengan
jawaban kuesioner terkait penggunaan website mendapat nilai rata-rata terendah. Informasi
keuangan di Kecamatan Mojogedang masih banyak menggunakan media papan informasi saja.
Hasil penelitian Rahayu & Aji (2019) menunjukkan website desa belum dibutuhkan karena
masyarakat desa tidak terlalu bergantung pada teknologi dan internet. Papan informasi berupa
spanduk atau baliho yang ditampilkan sudah cukup bagi masyarakat desa karena lebih mudah
dan bisa dilihat kapan saja. Tidak semua desa di Kecamatan Mojogedang memiliki website
desa dan saat ini masih mengandalkan website kecamatan dalam penyampaian informasi.

@ ® Page | 311

Creative Commons Attribution 4.0 International



https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

AKUNTANSIKU
Volume 1 No.4, 2022

PENUTUP

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh variabel kompetensi, peran aparat
desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di
desa se-Kecamatan Mojogedang. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis maka penelitian
ini menghasilkan kesimpulan variabel kompetensi, peran aparat desa, dan pemanfaatan
teknologi secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Akuntabilitas ini terwujud karena adanya kemampuan aparatur desa dalam menyajikan laporan
keuangan, peran aktif aparatur bersama masyarakat dalam musrenbangdes dan dukungan
teknologi berupa komputer, akses internet dan aplikasi Siskeudes.

Sedangkan secara parsial Kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh signifikan
terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal ini diperoleh dari jumlah aparatur desa
dengan tingkat pendidikan SMA dan pengalaman kurang dari satu tahun lebih mendominasi
daripada aparatur berpendidikan tinggi dan berpengalaman lebih dari empat tahun. Faktor lain
adalah akuntabilitas berupa transaksi dan laporan keuangan desa masih berbentuk sederhana
sehingga tidak diperlukan keterampilan khusus dalam pengelolaannya. Adanya aplikasi
komputer dan pendampingan petugas juga mempengaruhi kemampuan pengelolaan laporan
keuangan.

Peran aparatur desa secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aparatur desa mampu mengajak partisipasi warga
dalam musrenbangdes seperti menentukan prioritas dalam penyusunan anggaran dan pelaporan
keuangan serta selalu hadir dalam penyusunan APBDes.

Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Setiap desa telah mempunyai perangkat komputer
yang memadai dan didukung internet dalam mengelola laporan keuangan. Sedangkan website
desa masih terbatas dan belum digunakan secara maksimal.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pelaksana Pengelola
Keuangan Desa (PPKD) terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan, dan kepala
seksi. Namun dalam prakteknya, pengelolaan keuangan hanya dilakukan oleh salah satu atau
dua orang aparatur desa. Untuk itu rekomendasi atas penelitian akuntabilitas laporan keuangan
berikutnya agar lebih selektif dalam menentukan responden, tidak menggunakan seluruh
PPKD sebagai sampel untuk mengukur kompetensi pengelolaan keuangan. Responden bisa
dipilih seperti bendahara desa saja, karena Kaur dan Kasi desa hanya mengurusi pelaksanaan
teknis kegiatan.
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Lampiran 1.
Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach’s Alpha | N of Items
Kompetensi Aparat Desa 0,930 13
Peran Aparat Desa 0,932 13
Pemanfaatan Teknologi Informasi 0,872 13
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa 0,912 15
Sumber: Diolah dari SPSS
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Lampiran 2
Karakteristik Responden
No | Karakteristik Kategori Jumlah Persentase
1 Jenis Kelamin Laki-Laki 75 78,1%
Perempuan 21 21,9%
Total 96 100%
2 Usia < 30 tahun 12 12,50%
30-40 tahun 31 32,29%
41-50 tahun 27 28,13%
> 50 tahun 26 27,08%
Total 96 100,00%
3 Lama Bekerja <5 tahun 34 35,42%
5-10 tahun 26 27,08%
11-20 tahun 21 21,88%
> 20 tahun 15 15,63%
Total 96 100,00%
4 Jenjang SMP 6 6,25%
Pendidikan SMA/K 53 55,21%
D3 9 9,38%
S1 28 29,17%
Total 96 100,00%
5 Mengikuti Belum pernah 42 43,75%
pelatihan selama | 1-2 kali 47 48,96%
setahun 3-4 kali 5 5,21%
> 4 kali 2 2,08%
Total 96 100,00%
6 Pengalaman <1 tahun 33 34,38%
dalam mengelola | 1-2 tahun 23 23,96%
keuangan 3-4 tahun 19 19,79%
> 4 tahun 21 21,88%
Total 96 100,00%

Sumber: Diolah dari SPSS

O

Creative Commons Attribution 4.0 International

Page | 319


https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

